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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN 

BUPATI KEBUMEN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 

ANGGARAN 2023 

 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 

2022 

Tentang 

Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 

2023 

Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar 

Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2023 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 

2023 

Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, BUPATI KEBUMEN, BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023;  

Menimbang: 

a. bahwa dengan adanya perubahan pada 

Standarisasi Biaya Pengadaan Barang dan 

Jasa berdasarkan usulan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 

Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2023;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Menimbang: 

a. bahwa dengan adanya perubahan pada 

standarisasi Biaya Pengadaan Barang dan 

Jasa berdasarkan usulan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah serta dengan 

diundangkannya Peraturan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Harga Satuan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 

Anggaran 2023; 

Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023; 

Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 

Tahun 2022 tentang Standar Harga 

Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2023;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 

Anggaran 2023; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398);  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);  

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801);  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
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Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63);  

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 134); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63);  

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 134);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 170); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63);  

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 134) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
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3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 170); 

Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 

2023, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 201); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 170); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN DAERAH 

PEMERINTAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI 

KEBUMEN NOMOR 40 

TAHUN TAHUN 2022 

TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN 

KEBUMEN TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN 

BUPATI KEBUMEN NOMOR 

40 TAHUN 2022 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN 

DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan 

standar harga satuan daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023.  

(2) Standar harga satuan daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023 meliputi : 

a. satuan biaya honorarium;  

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam 

negeri;  

Pasal I 

Mengubah kerangka pendanaan mengenai 

pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, 

Subkegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja 

Pernerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran 1, Lampiran II, dan Lampiran III 

dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2022 Nomor 40) diubah sebagai berikut: 
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c. satuan biaya rapat atau pertemuan di 

dalam dan di luar kantor;  

d. satuan biaya pengadaan kendaraan 

dinas;  

e. satuan biaya pemeliharaan;  

f. satuan biaya pengadaan barang/jasa;  

g. satuan biaya sewa; dan  

h. satuan biaya Pemerintah Desa. 

(3) Standar harga satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g juga 

berlaku bagi Pemerintah Desa.  

(4) Standar harga satuan daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 

Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, 

Lampiran VI, dan Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2022 Nomor 41) menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 2 

(1) Standar harga satuan daerah Pemerintah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2023 digunakan dalam : 

a. perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; dan  

b. perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar 

harga satuan daerah berfungsi sebagai: 
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a. batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat dilampaui dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah;  

b. batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat dilampaui dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran desa;  

c. referensi penyusunan proyeksi 

prakiraan maju; dan  

d. bahan penghitungan pagu indikatif 

anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar 

harga satuan daerah berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat dilampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan; dan  

b. estimasi merupakan prakiraan besaran 

biaya tertinggi yang dapat dilampaui 

karena kondisi tertentu, termasuk 

karena adanya kenaikan harga pasar. 

Pasal 3 

(1) Pedoman harga satuan untuk pengadaan 

buku-buku perpustakaan ditetapkan 

berdasarkan pada harga yang dikeluarkan 

oleh Penerbit.  

(2) Pedoman harga satuan obat-obatan generik 

berpedoman pada harga yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan.  

(3) Pengadaan barang yang dilakukan melalui 

e-purchasing menggunakan harga satuan 

yang ditetapkan dalam E-Katalog 
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(4) Gaji Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah 

yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil 

mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati 

tentang Remunerasi pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Kebumen. 

Pasal 4 

Pemeliharaan dan pengadaan barang 

berpedoman pada harga pasar yang berlaku 

pada saat pelaksanaannya dan tidak boleh 

melampaui standarisasi dalam Peraturan 

Bupati ini. 

  

Pasal 5 

(1) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Desa 

terdapat kenaikan harga melebihi standar 

harga satuan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 atau terdapat 

barang-barang yang standar harga 

satuannya belum diatur dalam Peraturan 

Bupati ini, maka Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Desa yang bersangkutan 

mengajukan permohonan untuk dilakukan 

perubahan atas standar harga satuan daerah 

dengan menyertakan alasan dan/atau dasar 

hukum pelaksanaannya.  

(2) Permohonan perubahan atas standar harga 

satuan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya untuk harga barang dan/atau 

jasa dengan dilampiri hasil survey harga 

pasar dan diusulkan paling lambat pada 

bulan April tahun anggaran berkenaan;  
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(3) Permohonan perubahan atas standar harga 

satuan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dibahas oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah.  

(4) Usulan standar harga satuan daerah yang 

disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah baru dapat dilaksanakan setelah 

tercantum dalam Peraturan Bupati tentang 

Standar Harga Satuan Daerah dan 

dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Dokuman Pelaksanaan Anggaran 

Desa sesuai mekanisme ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan 

dinas luar negeri mengacu pada ketentuan 

peraturan perundangundangan mengenai 

standar biaya masukan yang berlaku pada 

anggaran kementerian negara/lembaga. 

  

  1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 

(satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan 

dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara 

at cost (biaya riil).  

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas 

dalam negeri bagi pimpinan dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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dilakukan secara lumpsum dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi, 

efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan 

akuntabel. 

Pasal 7 

Dalam hal kegiatan yang pembiayaannya 

bersumber dari dana selain Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, standar harga 

satuan biaya kegiatan mengacu pada ketentuan 

yang mengaturnya. 

  

  2. Ketentuan mengenai Standarisasi Biaya 

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV dalam 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 

Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 

40) menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Dearah 

Kabupaten Kebumen. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Dearah 

Kabupaten Kebumen. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Dearah 

Kabupaten Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 29 Juni 2022 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 4 April 2023 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 26 September 2023 
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BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

ARIF SUGIYANTO 

BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

ARIF SUGIYANTO 

BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

ARIF SUGIYANTO 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 29 Juni 2022 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 4 April 2023 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 26 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

AHMAD UJANG SUGIONO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

AHMAD UJANG SUGIONO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

ADEN ANDRI SUSILO 

BERITA DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN  

TAHUN 2022 NOMOR 40 

BERITA DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 17 

BERITA DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 52 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


